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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan :

a. Bahwa pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda

terhadap anak sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-

Undang No 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia No. M.01-HL.03.01 di Provinsi Bali.

b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pemberian status kewarganegaraan ganda terhadap anak

menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Jo Peraturan

Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01 di Provinsi

Bali adalah :

- Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun

2006 kepada masyarakat khususnya kepada

komunitas atau pelaku- pelaku perkawinan campuran

sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui

syarat-syarat atau prosedur-prosedur untuk

mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik

Indonesia bagi mereka yang mempunyai anak dari

hasil perkawinan campuran.
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- kendala lain yang sering terjadi dilapangan adalah

banyak masyarakat yang masih mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama

( Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ) yang tidak

dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang No 62

Tahun 1958 sudah digunakan kurang lebih 50 (lima

puluh tahun) sehingga masyarakat masih menerapkan

Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama.

c. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam

pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda adalah

mengadakan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat

khususnya komunitas atau pelaku-pelaku perkawinan

campuran yang dilakukan dengan cara memberikan

penjelasan-penjelasan, prosedur-prosedur serta syarat-syarat

untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
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2. Saran

Sebagai saran dapat dikemukakan bahwa ::

1. Kepada pemerintah khususnya kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali untuk lebih

meningkatkan sosialisasi secara terpadu mengenai Undang-

Undang No. 12 Tahun 2006 agar masyarakat lebih mengenal

dan mengerti tentang Undang-Undang No 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru,

khususnya sosialisasi mengenai pemberian status

kewarganegaraan ganda dan tata cara memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik diantara instansi

terkait agar pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan

ganda dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksananya.
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PEMtrRINTAHAN KOTA DENPASAR
BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

JALAN WR. SUPRATMAN TOHPATI TELP.465OO2 DENPASAR

Berdasarkan Surat permohonan dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali
Nomor : 01012907/BID.II/KBPPM, tanggal 30 Maret 2010 perihal : Ijin Rekomendasi dan
setelah mempelajari maksud dan tujuan surat permohonan dimaksud, maka kami dapat
memberikan Ijin Rekomendasi mengadakan Penelitian kepada :

Nomor
Lampiran
Perihal

Nama
Pekerjaan
Alamat
Bidang/Judul

Lokasi
Jumlah Peserta
Lamanya

O]O/ 183/BKPL

: llln Kekomendast.
Kepada

Yth : Kepala kantor Imigrasi Kota Denpasar

di-
Denpasar

I Nyoman Arnitha Sueka Putra
Mahasiswa
Jl Mrican Baru 28 Yogyakarta
"P el aksanaan p emb eri an S tatus kewargane gar aan Gand a
Menurut Undang-undang Nomor 72Tahun2006 jo
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-HL.03.01 Di Provinsi Bali".
di- Alamat tersebut diatas.
1 ( satu) Orang
3 ( Tiga) bulan ( 25 Maret sld25 Juni Mei 2010 ).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada AtasarVKepala
Instansi bersangkutan

2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Badan Kesbang Pol dan
Linmas Kota Denpasar

3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota
Denpasar (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Denpasar)

4. Dilarang melakukan kegitan diluar daripada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan
pelanggaran terhadap ketentuan diatas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala
kegiatannya

5. Para peneliti,Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati
ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

., ,.riiS.iceluarkan di : Denpasar
P.'^"e'4,-- ,-

i;ff4flatang$af": 1 April 2010
'n Kesbang Pol dan Linmas

ncanaan Data dan Informasi

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai
2. Yang bersangkutan
3. Arsio

wi

laporan)

19611 r8 198203 2 008

 

 



PEMERINTAH PROVINSI BALI A
BADAN KESBANG POL DAN LINMAS ^dhJrn Dr Panjaitan *" u 

JgfirfgiR 3f,;33t 
Fax (0361, r u.nkffi&t,

Nomor
Lamp
Hal

OIO*YY'AD II/KBPPM

Iiin Rekomendasi

Kepada:
Yth. -Kepala Kanwil Dep.Hukum&l{AM

Prov.Bali
-\\ralikota Denpasar

Up.Ka Badan Kesbang Pol Linmas
di-

Tempat

Dasar
LBerclasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Nomor : 070

18004//2010, Tanggal 25 Maret 2010, Hal: Ijin Penelitian.
2.Setelah mempelaiari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubemur Bali

Nomor l0 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/I(KN
Study l3anding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi
Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin.kepada :

Nama
Peke{aan
Alamat
Bidang/Judul

Lokasi

Nyoman Arnitha Sueka Putra
Mahasiswa
Jl.Mrican Baru 28 Yogyakarta
"Pelaksanaan Pemberian Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Di Provinsi Bali
--Kawil Dep. Hukum dan HAM Prov.Bali

Jumlah peserta , i [ffi]'irHfasi 
Kota Denpasar

Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan (25 Maret sld25 Juni 2010 )
3.Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memaftrhi ketentuan sebagai berikut :

a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan hedatangannya kepada Bupati setempat atau
pejabat yang ditunjuk.

b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud,
apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ Ijin dan menghentikan segala
kegiatannya.

c. Mentaati sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat
setempat.

d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan
belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.

e. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Kepala Badan
Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali.

Denpasar,30 Maret 2010
a.n Gubr:rnur Bali

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Perlindung4 Masyarakat

 

 



PEME,RIN-I AH PROVINSI DAT]RAH ISTIMIIWA YOGYAKARTA
SEI{REIIIARIAIT' DAE RAII

Kepatihan - Damrrejan, Yogyakarta - 55213

Menunjuk surat
Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nomor : 0191A/

Tanggal : 23 Marei2OlA

Perihal : ljin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat
keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nomor : 07Ql 180AN12010
Hal : ljinPenelitian

Nama
NIM

Alamat

Judul Penelitian

Lokasi

Waktu

Yogyakarta, 25 Maret 2010

Kepada Yth.
Gubenur Provinsi Bali

Cq. Bakesbanglinmas

di.

Denpasar

: NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA
:09181/H
: Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

: PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 JO PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.O1.HL.O3.O1 DI
PROVINSI BALI

. Provinsi Bali

: 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal,2S Maret s/d 25 Juni 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum 
An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembanqunan
Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan); Kepa
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya J

Yogyakarta ii*
3. Yang bersangkutan. ii r,

iia+*--:;''
198209 1 001

 

 



KEMENTERIAN HUIflTM DAI{ HAM RI
KAF{TOR WILAYAH PROVINSI BALI

KAF{TOR IMIGRASI KELAS I DEI\PASAR
JL. I)L PANJAITAI\ RENON TELP. 227828 T'AX 244340

E-Mail :kanim-denpasar @ yahoo.com

Yang bertanda

Nama
NIP
Pangkat

Jab atan
menerangkan bahwa

Nama
Nomor Mahasiswa

Fakultas

SURATKETNBANGAN
Nomor : WI6.FDP.GR.01.1 0-1 .137 4

tangan dibawah ini :

HATOMI, SH

19561030 198103 1 002

Pembina TYla

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar

NYOMAN ARMTHA SUEKA PUTRA

09181 / H

: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melakukan riset/penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar,

terhitung mulai tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010,

dalam rangka menyusun tugas akhir skripsi dengan judul :

* PELAKSANAAN PEMBERIr{N STATUS KEWARGAIIEGARAAN

GAI\DA MEI{I}RUT T]NDAI\G-UNDAI\G NOMOR 12 TAIIT]N 2006

JO PERATIJRAN MENTERI I{UKTJM DAI\ HAK ASASI MAI{USIA

NOMOR M.O1-HL.O3.O1 DI PROVINSI BALI ''

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

/i#*rc
Denpasar, 14 April 2010.
Kepala Kantor Imigrasi

Kelas I Denpasar,

19561030 198103 I 002
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH PROPIN$I BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp.lFak. 228718 Kotak Pos 3064

Ilenpasar, 14 April 2010.

Nomor : W16.HM.B.A4- 9@
Iampiran : -
PErihal : ijin Penelitiaii

Kepada Yth
Kepala Divisi Pelay'anan llukur' dan IIAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali

Rerkenaan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Rangs4 Politik dan Perlindungan

Masyaraka! Nomor: ATO?9OT|RID II/KRPPM tanggal 30 Maret 2010, perihal sama sqrerti

pokok surat (copy terlampir), dengan ini kami memberikan ijin kqnada :

Nama : NYOMAN ARMTIIA SUEKA PUTRA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : .Il. Mrican Raru No. 28 Yogyakarta.

Ilntuk mengadakan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Rali selama 3 (tiga) bulan (Maret s/d .Iuni 2010)

dengan catatan.-

l. Mahaciswa,vang hersangkutan agar memeriuhi segala peraturan yang bedaku.

2. Melaporkan harilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Hukum dan

Hak Asasi Manugia Propinsi Rali melalui Kepala Ragran Pen5nrsunan Program dan

Iaporan sebanyak 1 (satu) buah.

Atas perhatian dan kerja samany4 kami ucapkan terima kasih.

KANTOR WILAYAH

ANTONG, SH.MM.

Tembu.san, disampaik an kepada :

Yth. 1. Kepala Kantor ll'ilayah (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta.

@ Mahasi swa trersangkutan.
4. Pertinggal.

198103 1 001

 

 



MENTSRI HI]KIIM D6N }IAKA&\SI MANUS'A
REPUBT.IF IHDONESIA

PERATURAN MENTERI SUI(UM DAII I{AK ASASI MANISIA
REPUBLIKINDONESIA

NO]IIOR 114.0l+tr .03.01 TAI-I{I1{ 2006

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN UN"fl}K MEMFEROLSA I(EWARGANEEARAA]\

RE}UOLII{tr{DOI'{ESIA
B,ERDASARKAN PAIAL 41 PAN MEMPNROI,E}I KT,MBALI

ICEWARGANEGARAAN RESUBIJK U'{DSNESIA
BERT}ASARKAN PASAL 42 UNDANG-TINDANG NOMOR 12 TAHUN 2O06

TENTANE 3trWARGANECAITAAN REFUBLIK INOOITEBTA

Menimbang:

DET{CAII N3,B}IAT TTISAN VAI.{G MA}IA T,$A

F{Ulr{TERr IdUKUM DAN H4.I( ASASI MAl.{gStA
REFUBLIK INDON'ESIA,

bah'*,a uirtuk melslganakan ketef-tufln Pasal 43 Undaug-Undang Norncr 12

Tahun ?006 lc+lang Kawargr4egataan ReFublik lndonesia, perlu mene+.ripkat

Pemtmaa Meateri Hukum daa Ilat Asasi ltiia::usia itnfang Tatt CdrB

Pendaffaran untuk Memperoleh Kewargsnegaraan Republik ladonesis
Bsdasartar Pasai 4l dao Memperoteh Kerrrbaii Kewuganegaraa* Republik
Indonesia Berdasarkar ?asal 42 Undang-Ilndang Homor 12 Tahun ?006 tc:tta$g

Kewargaacgaraar Repub,llk Tr:donesia;

I. Undang-Undang Ncmor 12 Tahul 2006 te*tang KewnrganegaroanRepublilc
Indonesia fl,erabaran Fegara Republik Indonesia Tahm ?006 Ncmor 63,

Tguobah.an Lembaraa Negera Roptblik Indonesia Noraor 4634); r t
2- Peraturan h{euteri l{ukum d6Ir Hak Asasi MarnrsiaNomor: Ivft03-P&O7.10

Tahqn 20S5 te$tang Organisasi dat Tata Kerja Departemeo lf*kunr dan Hak
Asasi Manttsia;

MEM{TILtsITAN:

PERATI'RAN MEI{TEIIT $I}I(UM DA$ FAK ASASI MAF{USIA
IS{TANG TATA CJ,RA PENDAFTAAAN UF{TUI{ IWEtr/IBEROLEH
IG"WAIIGAT.{EGAI{"4.AT'{ Rf,P{IBLTId S{DOMi$IA BERSASATII(AN
FASAL 4I DAN MEMPEROLEI{ ItrMBALI I{SI+IARGANEGARAAN
KEI|I'B1JK INDONESIA BERDASARI{AN PASAT 42 UNDANG.
U$lDAltG NOMOR 12 TAI{UN 10S6 rEt{fd,rTG KEIVAR€ANEGARAAN
REPI]BLII(INDONASIA,

filtengingat:'

Nlcnetanksn:

BABI
I$TtrNTIJANUMUM

Pasal I

Dsla$ lcreRrrnn Meateri ini yang dirnaksurl deagan :
1, Asak adalsh anak yang labir sebelrrm Undang-Undang Nornor 12 Ta.hun 2Q06 testang

Ke'larganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin-
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Pemohon adaJah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kehilmgal
Kewarganegaraan Republik lrdcnesi€, sebelun Undalg-Uldug H$mor 12 Tatruit:,006 teiltrg
KowBrgansgaraan Republik Indonesia diundargkan karma tidak melaporka:r diri ke Perwalilan
Republik Indonesia
Peru*Silar Republik Indsnesia ?dslah Kedutsan Besa Replblik ladonesia, Konslat Jsdeml
Republik krdoreiis, Koculat Republit Itrdonc$ia. atau Psr*usaa Tetap Republik Indoucsia
Pejabat yang illtu(jtrk olsh Meneri rmtnk menangui rsasalah Ke$targanegaraafl Republik
lndoaes& yang *claojut4t. disebttt lejab$ adalah Kepala Kanior Wilayatr DeFst€sian Hukutr dan

Hak Asasi lfsDusia-

BAB II
TAT.A, CANA PEI{DAS'TARANE{GI ANAK IiNTIII( ME*trEROI,EH

T(EWARGANEGARAA}I RE}UBLIK IN}ONESIA

Pasal 2

AmkyangCaparmendafu*an din untlklneitrperoleh Kewsrgrnegaraff Republik kdonesia adaiah I

a- Anat yang lahir dad perlawinaa lang sah d&i seorarlg ayah trVarga l*legara Indones.i! dsn ibu

warga4ega!" asiEg;

b. Aaak ;a-tg lahir dari palawinaa yang sab dad soroag iyah srarga ncgara asing dal ibn Warga

Negua In<lonesiai

c. Anak yang lahk di luar perkarvina:r yssg sah dari seotang ibu wsiga negara asing yang diakui

oleh seorang a1'ah Wa4e Negaa Indoaesia sebami amhya dan pngakuan itu dilakukan

lebelum al]ak ter'sebut bsrusia 18 (dcl4an belas) rahu atRr belum kailr;
d, Aaak yaug dilahirkan di tuar uilayd negara Repubtik Indonesia $si seoraug ayalr dan ibu

Waqa Negara Indonesia yang kare{a k€tentuai dari negara ternpal nnak tersebut dilshirtarl
moberik*o kewarglregataan F4rada anak yang besalgkr:ta:r;

e, Anak Warga Negara Iadonesia )dng tahfu di luar perkawiran yang sah' belum berusia 18

idelapan betas) tshur dm belutr kawin &skui s.wa sah oleh ayalnla yang

berkelarganegmaq asitrg; dan

f. Anak Wag:r Ncgra Iadonesia yang behun bensia 5 flima) lal*ur diturgkat secara sah sebagai

onak oielr warga negsxa Bsil:g berdass*an Petrsteperr pmgadilm-

. Fasal 3

{1) }endaftaran untu.k rwslperobb Kewaqmegaaao Republik lddonesia bagi arrak sohagaimana

digrek$ld dalmr Pasal ? dilak*ac ole'ir salah reorang dad orang ara atau e'alinya dftgm

. pe"gajr:kac pgrmohorsn secara iertulis dales bahasa Indonesia di alas kertas bsraeterai cukup,

(2) Permohons! pendaftaran sebagaimana dimaknrd pada ayflt (l) bagi anak sebagaimana dimaksu<l

dalem Pssal ? yatrg bsieupst tinggal di wilayab negara Repu$l} lndonesia diajuka* kcpeda

Menteti melahi Pejab*t yarg wjlayah kerjanfa meliptrti tempat tinggal mdk,
(31 Percolomtr pendsftaran sebagairnana dimkgud peda ayat (i) bagi anak sebagaidtgrB dimaksud

dalssr Pasal ? ymg bettempattinggal di hur vilayah n€gam Republi* Indoaesia diajukgn kepada

Menteri melatui Kepala Pem*ilau. Republik indorrcsia yeng wilayah kerjanya melipti tcmprt

tinggai anak
(4) Dalanr h€t di n6ga:a tElrgat lilggal arrak seb2g6.i6e1a dhiatsud pada syat [3) ]elum terdap*l

?erroskilan Republik lndonesi4 maka Ferrnolonarr pendaltamn dilakukan $elalui Kepala

Feruaitilan Repollik Indonesia terdekat.

Pasal 4

(l) Farnohcnaa pendaffaran sebagaimana dimakud dalam {asal 3 sekunng-lur*ngnya malnuat :

a. mma lengka6 alaruat tcmpat tinggal salal smrung d'dri otang tue ertau v,eli amk;
b. narna lmgkap. tempat dan tmggal lahir setta ks?re8lncgaman kcdua orang nra;

e nerda lengkap, jcnis kclanin, t*rpat dan targgai lebir, stan:s Ferkawinan anak serta hubunga
lruknrt kekclu*rgan nmkdertgan ora*g lrq d$l
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d. kowarga:regamaaaaak,

f2) Pennoluarao padaffran sebagaimana dina&sud pade apr (1) barur dilgmf ;.i dlengan '
n- fotaL-tr krtilan a!i6 k€tlbimn Ena& yang disallirss oleh pejabat yaag bsn*enang stau

Peruralilan Rep$lik ladonesia;
b. snut pernyaia& dari orarg tua atau trli bahwa anak belu* kayin;
c. fuhkopi lnrhr tarda penduduk atau pnqpor ormg tua amk yang masih berlaku yarg disahkan

oleh pjabai yang be*voarcg adal Pc*nkjlan Rcpuili.k Indoaesiq dan
d. pas folo sak t€Ebart bee*xna sloran 4Xd em sebaryak 6 ienarr) lernbar.

{3) Sc}air lanrprnn sebegaimana dlrralaud padg ayat (2) :
a- kgi anaL yaug Iahir dari pc*awinal yarg sh hanrs melampirkan fotrokopi lndpan akte

perkaurino/buku uikah ntau kutipot akte peceaian/surat ials.k/peleeraim atau

keterangurlkutipan ake lenatian salah seorrng dari orarg lxa Irak yemg disahkan aleh pejabat
yang berwenalg atdu Pgrtrakilaa ReJnblft Indonesia;

b. bagi anak yang diatrd atau yang diarglat lurus nelampirkn fttrltopi kutipen akte pei:gekuan

itau peo€lapa! pengadilea't &nfang pe$g68kalan aaak yzmg dirahtaa o16 psjabat yan€

burwrmng atau Fenr*ki1*n. Refrublik Indoncsit;
a b4gi anak 3ang sdah bercsi. 17 ta&t.n dan bcrtstnpat d*gal di wilayah ncgara Rep:blil

Indrnesia hnils mclampi*m fookopi kartu t6rd4 pecdudt* wuga regan asing yang disal*an
gleh leja3sl yang be$enang; dan

d, bagi amk yang belrrn uqfib memiliki krtrt tanda panduiuk ymg bmtempal ri!4n1 di rililsyall
regars Rsgublih Irdonesia meiampirkai folokopi kcltu k€luarga orang iua yang disahkan oleh
pejnbat yang benwna:g.

{4) Pfino}onar pcndaflarao seb*gabdana itimaksqd plda dy{t (l) merrgguDakao beltu& ftcmulir
sdagaimana tereaonrn dalarn laEdr6DI Pffatorryr Meatgi-ini"

pasal j

(llPqabdt atau Persrakilan Republik ltdoresiE mcmeriksn kelmgkapan pcrrnohonan pBda&mn
sebagaiamna di*aksrd dilam Pasal 4 ddarn qnxtu paliig lan*at 14 {cfipar bel:e) hdri keda

terhitfrg i€jak tar€gal Felfmhoran petrdafr*a$ diterlma.

{2) Datara hal permoboaaa pendaRaran sebagaimaaa diaraksud deiam Pasai 4 beiurn la$tap }ejabat
a.tauKepala l{rwa*ika Republik Indonesia.nengrcrbalikur perno}ronanpendaffara kcpadt ardng

hE arau Fali mak png nrcqgajr*an pemohonaa psdsfuar dalau mktu paling lanrbat 14

{otpal belad hai ke*ja tlrhi$sg $siak tanggal Fercohfits petdafieaa dit€rima uriftk dil$}gkaFi'

{3} Daldlu hal p.rmoholafi perdaftaratr iclah dinyaakan lcngkap Sejabat 4rar Feni'{akiian Republik
Iadonesia mmyampaikan psmo,bonaa pendafiaren stsbagaimsrra dknak{d dnlalr Ptsai 4 &o.pda

Mcntsri dalarn waktu palhg tambat 14 (en:pt bd+s) hari korja terhitrrlg scja& turggal pormolonan
pcadrfala6 dieri6t.

(a) Pengmbalim pnnolunan pendaftaran *bsg€i&&a dinalaud pads syat f?i daa palyalpaim
kapada Meki dagnimana dim*Iaud pads ayat (1) neuggnakan

belaltcfodnulirseiagaltamarcanie dalam t$rprrar lldat ltrPerztrran}{earei ini-

Pasal 6

(U MenteTi me$edksa kelengkapan psmoAomr p"ndafa*n seb*gairu,ra dfurralcd dalasl Pssai 5

ayat {3} dalan s'akr pating lanbat t4 (enpat befar} had ke{a t$hilurg sajak tanggd peroohonan

petrdc$es[ ditsiea dari Peiabat atal Perunftilaa Republlk Indonesk"
(Q Dalam hal pannohonan p*rda&ren scbagaimana dirnaksed dalan &sal 4 balarn lcngkap, M€xt€ri

mengembalikar penrobonan psndaftaxan s€tagaiclsna dirnaknrd dslam Pasal 5 apt (3) kepda
Prjabot aau P*wkilat Rcpublik lrrelonesia yang mcnyampaikan permalronan Fendafiaran dalam

vakhr pnllng lambaL 14 (eurpat belas) had ke{a terhitung sejak taoggal psnrrohonan Fida&ar8x
dherina untok dilcngkapi.

{3} Da}anr h*l permo}rcnan perdaflarar lelah din}€tdkan kngkep, Me.nteri menebpd(an iceptmat
mempeole& Kuuarganegaraar Repnblik }ndonesia dalam usktu paling lrrnbar 30 (1iga puluh) hai
kofr tarhitusg s$ak permobonaa pndafiann ditedm dari lrejebat atau ?esatilan R€publik
Inrlonesla, .

 

 



+

I,4sa1 T

{l) Kep$uiarr sebag"ieana dinaksud da}am Passl 6 syst (3} dibsit dalam mgkap 3 FiSE}, dengan

keEntuan:
o. ranglqap pertarqa drbenkan kepada oraug lua slau wali stlak melalui Pejabat atau Ferualilan

Republik Indonesis;
b. rang;kap kedua dikitimlan kepoda ?ejabat atau lemakilaa Republik ind'onesia sebagai asip;

du!
c. raaglap ketiga disimpan uebagai arsip Mcnteri'

(?) Heprhr^ran Menrai selag*imaua dhraksrd pada aylt (l) hrrluf* dor hurufb dlsampaikan kepada

Pejebm atau Pemahilau Rcpubiik Indoncsia dalam *aktu paling lambai 14 {empat }elas} harl keria

tErhitune: sd ak tang8al KepljtDsan Mtnteti ditet€pkan.

(3) Iejtrhat atau lerwakiian Republik irdonesia menyampaik* Keprtusan MeBtari sebagairnana

dimaknd pada ayat {1) hurufa kepada orang tt]d tltau $'ali arrak yeng mernohon pendafiaran paling

la$bat ]4 {emplt be}as) }rari kerja terlitung sejak K€pltusan Msteri diterjma.

Pasal I

{l) Pcrmo}ranan pendafiaran annk sebagairnana dim*srld dalam Pasal ? hanya dapat diproses apabila- 
talah diajuka secara lengkap kepeda Pcjabat atau lerwakiian Republik Indon*ia paling lambar

pada mnggal 1 ABrsnrs 2010'
€J Dalad tral pcnmhonan pendaffaran anah sebaga:mata dimakstd dalan ?asal ? diajutao secra

lengkap keFda Pejabat atau ?ers|aknar Raprblik lrdonesia melalui pos harya d89st diproses

apabila sbnlpet pos pengriiman terialggal paliag larnbtr aaggsl t AgD*us ZOIS.

BABItr
TAT& CARA 1I$b{IIFSOLEI{ Kff}IDA]-I

KEIryARCAI{EGARTIAN REPEBLIK IIIDaNESIA

lssal 9

Warga Negara lodcnxia yang bertempat tinggal di fuar wilayah negara Republik Indoresia selama 5

qt:ni; tatrun t1a$ lebft ridak oeJeporbn diri kepada Fen#a&ilan Rapublik Indonesia dan telah

kdtilang* Keuuganegaraan Repl$lik Ilrdot1si{ sebehm Urdmg-Undmg Nomor l? Tahun ?0ff6

tenrang- Kewargonegaraaa Republik bdoassia diudalgkatl dapat meopercleh tembali

kewarganegaraanaya {engan mendeftarkaa diri di Penvakilsn ltepublik lndonesia dnlam wakn: paling

taarbal 3 {tigai Bhu1l srjakUadang-Undang Nonor 12 Tehtn 2006 te{tasg KeMrgamgataan Republik

Ind+nasie diurdangkan separjalg tidrk melgakibatkan ken targarregarten ganda.

Parsl tS

{l) Peatldaran diri sebagairo:ura dimaksrd dalam }$sal 9 diajukan olch }enohon dengm mtngaj*an' . 
pemrohomn secil? tertutis dahm bahasa Indonesia di atas knrras bermeferai cuktp kcpada

Feruakilan Republik Indanesia ya4 ledekar'atngan tenpr tinggal P*no'lron
(2) Pemohonenpendataran sebagai'nana dimeksud pada ayat {lJ sekumng-kurangrya lrsmuat :

g. aaraa lengkap, alamsl testFat tinggai Fooohoa;.

h tempd ds* t€nggnl lshh serb Stalus tervarganegara*a Paqohon;
c. pelerjain Iei:rohon;
d. jenis keldrin Paeiohsn;
e. statuJ Ferbarilinan Pel:ohon;
l. rama isteri/$uarpi Pemohon;dan
g, nema anak Pemohon ya:rg belum be4lsia I E (dclalan belss) tahon dafl belum kawin'

{3} Ferraohorian pendaffaraa s+bagaianna dimaksud pada alat {1 } hslus dilsqapfui denFt :

a- Siokopi frr$pan akia ke!a}i.ran, sumt kanai lalir, ijasal, gtair srffil-sllrit lein yang membuktikan

tentang kclahi:an ?emohon yang disalrkan oleh Penvakilan Republik Indonesia;

L fooLopi paspor Reprrbiik 1ndallssi4 sil{al yang ber*ifat paspot' atau surat-srai lain yang

disahlaan ;bh p6.$rikiiar f,.apublik Indo*sia yang dapat membuiaiftan beh*' ?er,'.&Dn pemah

me4indi Warga H€gata ladonesiq
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c. fotattpr tUipan r,kte prka*rinultlkl nikah atau kltipan akte perc€rai&n/$Jr*t t0lal+Elce.aian
ftllru kuiipqn akte kematian isterirstami Pernohon yang disalJcm oleh Perwekjlan Republik
indonesia bagi Pmolron yangtelah kaw'uc atau cerni;

d f*tokopi kutipan akte kelahiran a,rak Femohon yang belum ben:sia i 8 (delapro belas) fahur dar
bclum kawir png disahkar oiefo Pe.wakilan Repul:lik Inda:resiq

6. pemyatsan ternrlis b*lrwa Psrohon qkan setia kepda Nega:a K€etualr Republik hdonesia,
lancasilq Urdang-Undang Dasar ].legars Repuhtik hdonesia Talsn 1945 dan akan

merhbelanya dengan sur:ggu!-mngguh stifa akan meljalankan kewajiban yalg dibebank*n

negara setragai War8a N€gata IDdonesia dengal tulus dan iklJas; .

I pernyataan tertulis dari Penohon bahwa Peraohon bersedia menanggalkaa kewargAnegataan

asing ynng dimifikinya apabila mernpero,teh Kewmgaaegaraan RepubliL Indonesia;

g deffarcwaltthiduP Pemoboq dan

h psfoto Pemohon tErblru beru'ama ulo.ran 4X6 crn sebanyak 6 (enamJ lerobu.
(4) Peinolonaa p€di.ftlrdl sebagcimana dimabud pada ayat (l) mengglnake bentuk formulir

sebagaimena tenantrm ddam Iampiran IV Penttran S4enteri ini,
(5) Pemltlaas sebagaim*ra dirnaksld pada ayal (3) inrn:f e dm huruf f mecggunakan bentuk formulir

sebagaimana tercafiH dals",?}lffitliratr V daa VI Peraruran Menteri ini.

?asal I I

{1) Kepaia Peroakilan Rep*tik InCo:resia men€riksa ke}engkapan permohonan pendaflaan

sebagaim&s dimak*d dalan Pessi 10 dsla$ lvaklu Faling Ja'lbat 14 (empst balas) }ari kerja

teftifrjng sejal tanggal pernohonaa petdtftaran dittrima.
{?} Dalam hal perrnohonan pendaftaran rebagaimana dimaksud Calan Pasal 10 belum lengkap, Kepala-

Perwaldlpn Rqubtik lillor.sla ms*gsrnbalikan pe*r*okcna'r pendaft+ra* laepada Fe*cha* dala*t
waktu palltg h-qbat 14 (empat belas] hari kerja hdlihrng xja& tanggat permchoran Feqda$aran
dilerima unwk dihngknpi.

{3) Dalam hal permohouc perdaftusl letah fi:rya1akan }engkap Kepala Periatkilm Republ*
hgloresia menyampaikan permohonan pcftdafiaran sebapimana dirnaksud dalam Pasal 10 kepada

Msted dslam waktu pabas l{&bai la lsrydbelas) Irari kmja tcrhituug sejak tanggal permohonan

pendaftarar ditetira
(4) Pehgembalian permclronan pandaftaran sebagakra&a dinalaud pada ayat p) dar penpmpaian' - 

pemoholan pendaftaran kepada Menteri sebagain:ana dinaksd pada ayat {3) m*ggunakan
lentr& formnlir sebagaieaxe terctriajrs detaii Iernpim VII dal YIIJ Pemrnra! I4enicri ini'

Pasal 12

(1) Menied mernelikn kelengkapan panyataan s€bagaimana di$aksrrd dalarA Pasal 1 1 ayai {3) dalam

v."ktu lallng lambar 14 (empat belas) hari krja terldtung sejak ta*ggal pemlalaar diterirna dari

Perwakilar.. Republi h ]adoues;a.
($ Dalare halperrnoharao pmdataar sebagaimma dimaknrd dalan Pasal i i aya; i3) beho lengkep,' 

Melteri melgenbdikaa permohanm pendaftaran kepada Penakilan Republik ladonesia yairg

me"ryampu&ur, perruohoran pendaftarol dalsn wakiu paling tambflt 14 (enpat belas) hari ke{a
teddtuig sejek tsrggal pemrcbonan pendaflarar dilerima wark diiengkapi.

(3) Dalam hal permohonan pendafural 1elah dinyai{ka$ lengkap, Menieri mur€ialksn keputusan' 
meffFiloleh kembaii Kervargnegirraan Republik tndonesia dalam waktu paling lambal 30 {iiga
prhrf) ]uri kerja :srliturg scjak permotrcnar: pendataraa diterima dari Perwa]ilan Republik

ladonesia,

Pas*l 13

(1) Kep!$rrsel sibag$imam Cimaksud tialam Pasal 12 ayat {3) dibual rlalam mngkap 3 (tiga) dengan

ketenfire:
a- rangkap ps11nma disanpaikaa kepada Femnhon melalui K9ala Perrrakilao Republik Indonesia;

b. rangkap iEedt,;a dilcirlmkan kepeda Kepaia Petrvakilaa Re*rbhk Lrdonesia seiugai axig; dan

c. rargftap ketiga disimpan sebagai anip Menleri.

{2} Kepala-penvakitan Republik lndonesia rnemberitahr*an kepada Pemohon Keprtusan Mentcri" 
selagaimanacimalaudpadaayat{1}burufadalamsaktupal.inglambatJ4{cmpatbelas}herikerja
terhitung sejak tanggal ditrrimarrya Kcpxtusan Ment8ri.
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{t) F€@beritahqe xbegaittr.fla dimak*d gada ayat G} jug* ucowl pa&bedfa}om tmrog
ke*ajibglr Feroolm unt* menyer*trkan trnila taima pengernbalian dokm atz! satd4sat
fcirr,iglEsist usgprs |si$g kepcda Kcpale PetrptHl*n Rqt$lik trndcmesia dakr! *€ktt peliltg

tarrler t* leopai tebol hai keda te*ierg sejak tanggal per.tfrtia6utn ditsiura oI4' Pemohot.
(4) KEgtugsg'sobagimanr diltrsksnd pada ayat fl) hnntr a diesnqeikm oleh liapale ?g,w{kittn
' ' 

ReDrblik Indoacsia keoads Pearohon reiet?}| Pqnohon frenyerahkm lsrda leritna pngunballan

dokumen atau srnal-surat t€tldgrasiaafl€grffiasJng k@ada Kspel4P€twEktlal Rqublik Indon*ta"

(s) Kepala Pcrr*akilan Rqpublik lrdonesia nrelaporkaa kepada M{steri &nhng?eryf*ahae Keputusa*' - 
M;e1'.i selagnioaua dfurals*d pada ayat (4) dalarn *'aktu paling lasftar 14 {€'opa! be1a3) hrd
keja edriftrrg sejak +anwal p<nyerdwr Kepr$sm Mealed kepada Penchott

Pasal {4

L{errteri raelrgi4l{Bkacr ra&& safl.g }ang 1Fl4h m*nptolcb kernbali Kewrgarcgaraal Rryublik

lndonesiasetagaimanadisEltsud dElal$laml t? ayat (J) ctalo:nBeritaNegaraRcpubliklndomsia,

Paal 15

{1) Pec!'shnnan lendaftarao sebagairnela dima*sud dnlsm ?8sa1 9 }ua1'a dapat diprcr* apabils t€|ah
' - 

diajulsl sesara lengks? blada x€Fala Penratilan Rcpublik }Ddolrria paling )E rbql psda laD3gal

I Ag$strls?009.

tzl Oalil h4 pcrooimnan pcadcrlnran sdbsggi!6alp dirraksud dalan Pa*at I dQjlkal s*ara lengkep' - 
kceaAa Xqala ?srwaliian Rryriblit Indonesia metalgi por bmya dapat diproses agatrila etempel

por pcngirimar tnurygal pdine kttrtet 6€€al I Agu!fis 2009.

B,EBTY
KETE}TTUAN PENUTUP

Foeal 16

Dalae raftgkA ksltrG{rErl kctirtib3lr dan LeccmBtdn pet&ksanaan Pefah$$} Mgtlteli ini' Mened
m'Itr5fiftkd-q$ slecrrgrkan firrr Kqia 6t5tr{i }rbtddl61t.

F€cal 17

Psrrtuft! Mcnteri fui muiai bedatrr pada tanggal ditotagkan-

DitGtBDkb di JBlarta

e4S uoseal 26 ScPtemhr 2006

HIJ(ASASI MAIq]STA

fd

 

 


